
 

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

 PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 
NOMOR 8 TAHUN 2007 

 
TENTANG 

 
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT PADA PT. BANK 

PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

 
 

Menimbang : a. bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat merupakan 
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang cukup potensial dalam 
kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah; 

b. bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha 
PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dipandang perlu 
menambah penyertaan modal daerah pada perusahaan dimaksud; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan 
Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada PT. Bank 
Pembangunan Daerah Kalimantan Barat. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan 
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1106); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4389); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438 ); 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4022); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 
Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 

10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk 
Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dari Perusahaan 
Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) (Lembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat Tahun 1999 Nomor 2 Seri D Nomor 2); 

11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 
Barat Tahun 2003 Nomor 16 Seri D Nomor 12). 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 
 

dan 
 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI 
KALIMANTAN BARAT PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN 
BARAT. 

  

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah. 

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 

5. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha investasi jangka panjang daerah yang 
bersifat permanen pada suatu usaha bersama dengan imbalan tertentu. 

6. Investasi permanen adalah investasi yang dilakukan secara berkelanjutan tanpa ada niat 
diperjual belikan atau ditarik kembali untuk menghasilkan pendapatan.  

7. Deviden adalah bagian keuntungan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang 
dibagikan kepada Para Pemegang Saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham 
yang dimiliki. 


